BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah

Wali secara bahasa bermakna mencintai dan pertolongan sebagaimana

firman Allah SWT:
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Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka
menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar,
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan
Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Sedangkan menurut istilah wali adalah orang yang berhak dan berkuasa
untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada dibawah
perwaliannya karena dianggap tidak mampu atau tidak cakap hukum.

Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan wali adalah perwalian yang

menyangkut pribadi seseorang, yakni dalam masalah perkawinan. Abdurrahman

! Departemen Agama R, al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Al-Huda, 2010), 266.
2 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islam wa Adillatuhu, 1X, (Beirut: Dar el Fikr, 1995), 6690, 6709.
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al-Jaziry mendefinisikan wali sebagai orang yang menjadikan perkawinan itu
sah sehingga perkawinan tanpa adanya wali hukumnya tidak sah.’
Dasar hukum dari adanya wali terdapat dalam al Qur’an surat al-Baqarah

ayat 232 yang berbunyi:
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Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya,
Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan
bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan
cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang

beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik
bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Ayat ini merupakan khitab kepada para wali, jika mereka tidak mempunyai
hak dalam perwalian, tentu mereka tidak dilarang untuk menghalang-halangi.’

Surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi:
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Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki

3 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fighu ‘Ala al-Madhahib al-Arba’ah, (Lebanon: Dar el-Kutub al Alamiyah,
2003) 29.

4 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Al-Huda, 2010),46.

> A‘Ql—l al Walid al Qurthuby, Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al- Mugtasid, 111, (Kairo: Dar el
Hadis, 2004), 37.

6 Departemen Agama Rl, al-Quran dan ...,494.



23

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah
akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas
(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang wali nikah diantaranya sebagai

berikut:
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Artinya: “Ibnu Abi Umar telah meriwayatkan hadis, diceritakan oleh
Sufyan bin ‘Uyaiynah, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri,
dari Urwah, dari Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :
“Wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal,
nikahnya batal, nikahnya batal, jika mereka sudah melakukan hubungan
suami istri maka mahar menjadi hak istri sebagai ganti atas kehalalan
perbuatan tersebut, apabila wali menolak untuk menikahkannya maka
hakim merupakan wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” Hadis ini

adalah hadis Hasan.
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7 Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa at-Turmudzi, Sunan at-Turmudzi, 11, (Beirut: Dar el Ghorbi al-Islami,
1998), 398.
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Artinya: ““Ali bin Hujrin telah meriwayatkan hadis, beliau berkata: Sharik
bin Abdillah telah memberi kabar kepada saya, dai Abi Ishak, dari
Muhammad bin bashar berkata: telah meriwayatkan kepada saya
‘ Abdurrahman bin Mahdiy, dari Israil, dari Abi Ishak dari Abdullah bin Abi
Ziyad berkata: telah menceritakan kepada saya Zaid bin Hubab, dari Yunus
bin Abi Ishak, dari Abi Ishak, dari Abi Burdah, dari Abi Musa berkata:
Rasulullah SAW telah bersabda: “tidak sah suatu perkawinan tanpa adanya
wali”

Ulama’ fikih sepakat bahwasanya wali merupakan syarat atas sah tidaknya
perkawinan. Ketika keberadaan wali ada dalam proses perkawinan maka
nikahnya sah dan langgeng. Akan tetapi ketika dalam perkawinan tersebut tidak
dihadiri wali, maka menurut pendapat jumhur ulama’ nikahnya batal.
Sedangkan menurut ulama’ Hanafiyah perkawinan tersebut dapat

ditangguhkan.’

Pendapat yang pertama yaitu yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah
dan Abu Yusuf yang menjelaskan bahwa nikahnya orang yang merdeka dan
balig serta berakal tetap sah walau tanpa ada restu dari wali. Perempuan
tersebut berhak untuk menjadi wali untuk perkawinannya sendiri ataupun orang
lain. Akan tetapi ketika dia menjadi wali untuk perkawinannya sendiri
sedangkan perempuan tersebut masih mempunyai wali asobah disyaratkan calon

suaminya harus sekufi” agar supaya perkawinan tersebut sah dan terus menerus,

*Ibid., 398. . )
’ Wahbah al-Zuhayli, a/-Figh al-Islam wa Adillatuhu..., 1X, 6690.
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karena ketika perempuan tersebut menikahi seseorang yang tidak se kufir’ maka
walinya mempunyai hak untuk menggugat perkawinan tersebut dan
menyebabkan hakim membatalkan perkawinannya. Hak menggugat tersebut
berlaku sampai perempuan yang bersangkutan melahirkan seorang anak,
ataupun hamil. Hal itu dikarenakan untuk menjaga proses pendidikan anak,

keutuhan rumah tangga menjadi faktor utama lahirnya pendidikan yang baik

untuk anak. Pendapat tersebut, yang pertama didasarkan pada hadis st %{2\!\"

"Gl W5 ekl 3 el K5 (45 2e Gkl yang menjelaskan tentang tidak

diwajibkannya wali bagi seorang janda, al-ayyimu diartikan oleh Imam Hanafi
sebagai orang yang tidak mempunyai suami baik itu gadis maupun janda. Alasan
yang kedua, karena seorang perempuan yang sudah dewasa berhak untuk
melakukan semua transaksi secara mandiri baik dalam hal jual beli, sewa
menyewa, gadai dan yang lainnya, maka sudah seharusnya seorang perempuan
berhak untuk menikahkan dirinya sendiri. "

Pendapat yang kedua yang disampaikan oleh jumhur menyatakan
bahwasanya perkawinan tidak sah tanpa adanya wali. Seorang perempuan tidak
berhak menjadi wali, baik menjadi wali untuk perkawinannya sendiri, orang lain,
ataupun mewakili orang lain dalam suatu perkawinan. Pendapat ini merupakan

pendapat dari sebagian besar sahabat seperti Ibnu Umar, Ali, Ibn Mas’ud, dan

1 Ibid., 6699.
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Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Sayidah ‘Aisyah. Landasan pertama dari

pendapat ini merujuk pada hadis-hadis yang telah disebut di atas."’

B. Strukturalisasi dan Syarat-Syarat Wali Nikah

Pembahasan tentang orang yang paling berhak menjadi wali memunculkan
perbedaan pendapat dari kalangan Ulama’. Madzhab Hanafi Imam Hanafi
berpendapat bahwasanya perwalian itu hanya mengenal istilah wali mujbir’”, hal
ini didasarkan pada perkataan yang diriwayatkan dari sahabat ‘Ali. Wali mujbir
ini ditinjau dari kedekatan hubungan persaudaraan antara wali dengan orang
yang akan dinikahkannya. Sehingga menurut Imam Hanafi yang paling berhak
menjadi wali adalah: golongan anak, golongan ayah, golongan saudara, golongan
paman, orang yang memerdekakan budak, kemudian Imam atau Hakim. Imam
Hanafi menempatkan golongan anak pada golongan pertama yang paling berhak
menjadi wali, karena pada dasarnya anak merupakan orang yang paling dekat
dan juga orang yang paling disayang'’

Sedangkan Ulama’ Mazhab Maliki Ketika menjelaskan perihal wali
membaginya menjadi wali mujbir dan ghoiru mujbir. Perbedaan dari wali
mujbir dan ghoiru mujbir secara substansi terletak pada status calon mempelai

perempuan. Wali mujbir mempunyai hak jjbar jika yang akan dinikahkannya

T

Ibid., 6700.
"2 Wali mujbir adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk menikahkan tanpa meminta izin dari
anaknya. hak dari wali tersebut berlaku ketika anak tersebut masih perawan (belum pernah menikah).
BWahbah al-Zuhayli, a/-Figh al-Islam wa Adillatuhu,..., IX ,6705.
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salah satu diantara: anak yang masih perawan walaupun sudah balig dan anak
kecil walaupun sudah janda. Selain dari dua kategori perempuan tersebut maka
walinya digolongkan menjadi wali ghoiru mujbir yang berarti wali tersebut
tidak boleh memaksa menikah, izin dari perempuan tersebut bagian dari hal
yang harus dipenuhi sebelum masuk dalam prosesi perkawinan. '*

Orang-orang yang dapat menjadi wali mujbir yaitu majikan seorang budak,
ayah, dan orang yang diwasiati ayah sebagai wali. Sedangkan wali ghoiru mujbir
menurut Imam Malik adalah anak, ayah keatas yang berhubungan langsung,
saudara, kakek, golongan paman. Lebih jelasnya secara runtut yaitu: anak, ayah,
saudara seayah dan seibu, anak saudara seayah dan seibu, anaknya saudara

seayah, kakek, paman, anak paman, ayahnya kakek, paman seayah anak paman

seayah, kemudian pamannya kakek dan anaknya pamannya kakek. "

Majikan lebih didahulukan untuk menjadi wali walaupun masih ada ayah,
dan berhak menikahkan budak wanitanya baik budak tersebut perawan, janda,
anak kecil, orang tua, karena pada dasarnya budak tersebut adalah salah satu
hartanya sehingga majikan berwenang untuk melakukan yang terbaik pada
barangnya dengan caranya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat syeikh
ad-Dardiri dalam kitab Sharh as-Saghir yang menyatakan bahwa kedudukan
ayah setelah kedudukan majikan. Maka ayah tidak bisa menikahkan anaknya

jika anak tersebut adalah budak dan masih ada majikannya. Seorang ayah juga

" 1bid.,6695.
"5 Ibid, 6709.
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mempunyai hak zjbar walaupun calon suami tidak memberikan mahar mithl,
ataupun kurangnya ketertarikan anak perempuan terhadap calonnya, dengan
syarat anaknya masih perawan walaupun masih kecil.'® Orang yang diwasiati
ayah ketika ayah sudah meninggal dengan tiga ketentuan yaitu: 1. ketika
seorang ayah telah menjelaskan pada was/ siapa orang yang akan menjadi suami
anaknya. Contohnya ketika ayah berkata pada Was/ :’nikahkanlah anakku
dengan fulan”. Atau ketika seorang ayah dengan jelas menyebutkan hak ijbar
ketika berwasiat, contohnya:’paksalah anak saya untuk menikah” ataupun
dengan menyebutkan secara jelas kata yang mengandung makna menanggung
seperti: “nikahkanlah anak saya sebelum balig dan sesudahnya”, ataupun
“nikahkanlah anak saya terserah dengan apa yang kamu inginkan” 2. Dengan
catatan bahwa mahar anak tersebut tidak boleh kurang dari mahar mithli. 3.
Bahwasanya calon suaminya bukanlah orang yang fasig."’

Menurut Mazhab Shafii perwalian dibagi menjadi dua, yaitu wali mujbir
dan wali ikhtiyar. Ayah dan kakek merupakan orang yang tergolong wali mujbir.
Seorang ayah ataupun kakek berhak untuk menikahkan anak perempuannya
yang masih gadis tanpa ada izin dari anak tersebut, akan tetapi izin kepada
anaknya hukumnya sunnah. Diamnya seorang perempuan yang sudah balig
sudah cukup dalam hal meminta izin dalam perkawinan. Sedangkan yang

termasuk wali ikhtiyar adalah semua golongan wali, ketika yang akan

' Abu al-Abbas al-Khulwati, HaSJya:t as-Sawi , 11, (el Ma’arif ), 353.
' Wahbat az-Zuhayli, al-Figh al-Islam wa Adillatuhu...,JX, 6707.
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dinikahkan adalah perempuan yang sudah janda.'® Penjelasan terkait wali mujbir
dan wali ikhtiyarlebih dijelaskan dalam kategorisasi sebagai berikut:
1. Wali mujbir
Menurut Imam Shafi’i, seorang ayah atau kakek pada dasarnya
mempunyai hak jjbar bagi anak perempuannya yang masih gadis, akan
tetapi ketika ayah tersebut berkehendak menikahkan tanpa harus izin
anaknya dengan syarat: "°

a. Ketika antara ayah dan anak tersebut tidak bermusuhan secara jelas.

Karena hadis riwayat daruqutni yang berbunyi «Gd5 &e Guil 351 23
Wil 233 55 dan hadis riwayat Muslim yang berbunyi s.Ges 33
sl mengandung pengertian sunnah,

b. Anak gadis tersebut dengan pasangan yang sekufu’,

c. Anak gadisnya dinikahkan bersama dengan mahar mitsilnya,

d. Calon pengantin laki-laki tidak kesulitan dalam menyediakan mahar
mitsil

e. Hendaknya wali ijbar tidak mengawinkannya dengan laki-laki yang
tidak layak untuk anak gadis misalnya laki-laki tersebut buta atau

jompo.

"* Ibid., 6696. . ) )
' Syamsuddin, Mughni al- Muhtaj, IV, ( Kairo: Dar el Kutub,1994), 247.
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2. Perwalian Ikhtiyar

Setiap wali yang telah disebutkan pada pembahasan diatas telah
ditetapkan secara tertib. Perkawinan ikhAtiyar berlaku untuk perkawinan
wanita dewasa yang telah hilang keperawanannya baik sebab yang halal
maupun haram. Disyaratkan dalam perkawinan wanita janda harus melalui
izin dan kerelaannya. Izin anak gadis adalah diamnya, sedangkan izin janda
adalah ucapannya. Jadi, andaikata dia dikawinkan tanpa melalui persetujuan
dan kerelaannya, dan dia sendiri tidak menyukai pilihan yang ditawarkan
maka perkawinan tersebut tertolak (batal). Hal ini berdasarkan hadis yang

diriwayatkan oleh khunasa’ binti khidzam al-anshariyah yang berbunyi **:
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Artinya: Bahwasanya ayah Khunasa’ mengawinkan dia, sedangkan dia
tidak menyukai perkawinan tersebut, maka dia menghampiri
Rasulullah, lalu Rasulullah menolak perkawinan itu.

Sedangkan Ulama’ Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa yang
termasuk wali mujbir adalah: ayah, orang yang diwasiati ayah, dan hakim
ketika dibutuhkan, sedangkan orang yang dikategorikan sebagai wali ghoiru
mujbir adalah semua kerabat yang masuk dalam urutan ahli waris asobah,
kemudian kerabat yang lebih dekat, sebagaimana dalam hal warisan.

Ulama’ Mazhab Hanafiyah mengkategorikan wali secara runtut yaitu:

golongan ayah, golongan anak, golongan saudara, golongan paman, majikan

2 Wahbah al-Zuhayli, a/-Figh al-Islam wa Adillatuhu,..., Juz IX, 139.
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serta ahli waris orang yang telah memerdekakan budaknya, kemudian

hakim.?!

Sedangkan syarat-syarat orang yang menjadi wali adalah:*
Sempurnanya kecakapan (Balig, berakal, merdeka). Sehingga tidak sah
perwaliyannya anak kecil orang gila, orang yang idiot, orang yang
mabuk dan juga budak.

Persamaan agama antara wali dan orang yang dibawah perwaliannya.
Sehingga perwalian antara orang non Islam terhadap orang Islsm tidak
sah, begitujuga sebaliknya. Pendapat ini disampaikan oleh Ulama’
Mazhab Hanbali dan juga Hanafi. Imam Shafi’i berpendapa bahwa
orang muslim berhak menjadi wali wanita kafir baik orang yang
dinikahinya kafir atau muslim. Ulama’ Mazhab Maliki berpendapat
bahwasanya orang muslim berhak untuk menikahkan wanita yang kafir.
Sedangkan orang yang murtad tidak diperkenankan untuk menjadi wali,
baik bagi orang muslim maupun kafir.

Laki-laki. Jumhur Ulama’ kecuali Imam Abu Hanifah sepakat atas
disyaratkannya laki-laki untuk dapat menjadi wali. Menurut Jumhur
tidak sah perkawinan ketika walinya seorang perempuan, karena
seorang perempuan tidak bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri terlebih

oang lain. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, laki-laki bukanlah

2 bid., 6712.
2 1bid., 6701.
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menjadi syarat dari wali karena ketika seorang perempuan itu telah
balig dan ‘Agi/ dia berhak untuk menjadi pengganti dari wali.

Adil yaitu konsisten dalam beragama diindikasikan dengan
melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan tidak melakukan perbuatan
dosa besar seperti zina, minum minuman keras, durhaka kepada orang
tua dan yang lainnya. Mazhab Shafi’i dan Hanbali menambahkan
kriteria adil dengan tidak melakukan dosa kecil.

Cerdas. Pengertian cerdas menurut ulama’ Mazhab Hanabilah berarti
mengetahui kufi’ dan kemaslahatan nikah bukan hanya tentang cerdas
dalam menjaga barang. Sedangkan menurut ulama’ Mazhab Shafi’iyah
cerdas berarti orang yang tidak boros dalam mengelola hartanya.
Cerdas sendiri merupakan syarat bagi kalangan Mazhab Shafi;iyah dan
Hanabilah™. Adapun pandai menurut kebanyakan pengikut Mazhab
Maliki tidak termasuk dari syarat perwalian. 2 pendapat ini juga

didukung oleh Mazhab Hanafi.

B Ibid., 6702.

* Abu al-Walid al-Qurthuby, Bidayat al-Mujtahid ..., Juz 111, 140.



